BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme
dan kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
Sejiran Setason;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bangka Barat Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah

Sejiran Setason;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033);



Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 4268);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapak kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6402);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 139)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017
tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 2023);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kebupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2
Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2
Seri D);

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 55 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 107 TAHUN
2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA
BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason (Berita

Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 14 seri D) diubah

sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, serta

ditambahkan satu ayat yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 6

berbunyi:

Pasal 6

(1) UPT RSUD Sejiran Setason merupakan Unit Pelaksana Teknis
dibawah Dinas Kesehatan dan merupakan unit organisasi bersifat
khusus.

(2) UPT RSUD Sejiran Setason dipimpin oleh seorang Direktur yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPT RSUD Sejiran Setason memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang

kepegawaian.

Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni

Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D dan Pasal 6E, yang berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta
bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan
keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah

sakit Daerah.



(1)

Pasal 6B
Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) meliputi perencanaan,
pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan
dan penatausahaan barang milik Daerah.
Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c. menandatangani surat perintah membayar;
d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung
jawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang
dipimpinnya;
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat
penatausahaan keuangan; dan
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan Daerah.
Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6C
Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B
ayat (1), direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan
anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (3) huruf b
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang

dipimpinnya.



Pasal 6D

(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6B ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan
kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas kesehatan dan
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangansebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6E

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (5) dilaksanakan melalui ketentuan:

a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat pembina
kepegawaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan
pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan
pegawai di lingkungan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 32
Eselonisasi jabatan struktural pada UPT RSUD Sejiran Setason, meliputi:
a. Direktur adalah jabatan struktural eselon Ill.a atau jabatan
administrator;
b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIl.b
atau jabatan administrator;
c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon

IV.a atau jabatan pengawas.



4. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 40
(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) merupakan
jabatan struktural.
(2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok

Pada tanggal 27 Mei 2020

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok

Pada tanggal 27 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5 SERI
D






